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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan
dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan sampah di dalam pengadilan.
Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sengketa
persampahan merupakan perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh
adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau
kerugian terhadap kesehatan masyarakat
dan/atau lingkungan akibat kegiatan
pengelolaan sampah. Penyelesaian sengketa di
luar pengadilan dilakukan dengan mediasi,
negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para
pihak yang bersengketa. Apabila dalam
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
tercapai kesepakatan, para pihak yang
bersengketa  dapat  mengajukannya ke
pengadilan. 2. Penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan sampah di dalam pengadilan
dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan
hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum
mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-
unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan
sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan
perbuatan melawan hukum dapat berwujud
ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa,
Pengelolaan Sampah, Di Luar Pengadilan.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Persengketaan yang timbul di antara para
pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga
penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik
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untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik
bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu
penyelesaian sengketa merupakan salah satu
aspek hukum yang penting dalam suatu negara
yang berdasarkan atas hukum, untuk
terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar
ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan
baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum
masyarakat negara tersebut.®

Dalam perkembangannya sesuai dinamika
sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa
perdata tidak saja melalui proses formal
(pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui
proses nonformal (di luar pengadilan).®
Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris
conflict yang berarti bentrokan, pertempuran,
perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan
di dalam kamus bahasa Indonesia berarti
pertentangan.’

Semakin kompleksnya kepentingan manusia
dalam sebuah peradaban menimbulkan
semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi
antara individu maupun antar kelompok dalam
populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang
dilakukan oleh manusia untuk menjaga
harmoni  sosial adalah  dengan cara
mempercepat penyelesaian sengketa itu,
melalui metode-metode yang lebih sederhana,
akurat dan terarah.® Berbicara tentang
penyelesaian sengketa berarti berbicara
tentang penegakan hukum. Pengakan hukum
merupakan jantung perlindungan hukum.®

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58. Upaya
penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan
di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 ayat:

5. Made Sukadana, Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam
Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka
Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan
Biaya Ringan), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka
Publisher. Jakarta, 2012, him. 2.

6/bid, him. 6.

7Adi, As, Edi’, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif
Mediasi (ADR) di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan
Pertama, Graha limu, Yogyakarta, 2012, him. 5.

8D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara
Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta,
2011.him. 4.

9Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak
Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan
dan Undang-Undang Yang Berlaku), Oase Media, 2010,
Bandung, him. 203.

231



Lex Privatum Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian
suatu sengketa perdata di luar pengadilan
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak. (3) Dalam hal para
pihak tidak melaksanakan  putusan
arbitrase  secara  sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua
pengadilan negeri atas permohonan salah
satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Yang dimaksud
dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini
termasuk juga arbitrase syariah. Pasal 60 ayat:
(1) Alternatif penyelesaian sengketa

merupakan lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif
penyelesaian  sengketa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hasilnya
dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan
mengikat para pihak untuk dilaksanakan
dengan itikad baik.

Pasal 61. Ketentuan mengenai arbitrase dan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal
59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Bab Il. Alternatif
Penyelesaian  Sengketa. Pasal 6 ayat
(1) menyatakan:”  Sengketa atau  beda
pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa
yang didasarkan pada itikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi
di Pengadilan Negeri.”*°

Menurut Penjelasan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Dalam Bab |l diatur mengenai

10pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

alternatif penyelesaian sengketa melalui cara
musyawarah para pihak yang bersengketa.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative
Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi
atau penilaian ahli.**

Pengaturan hukum mengenai penyelesaian
sengketa dalam pengelolaan sampah di luar
pengadilan dan di dalam pengadilan
dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum dan jaminan perlindungan terhadap
masyarakat untuk dapat menyelesaikan
sengketa dalam pengelolaan sampah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan sampah di luar
pengadilan ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa
dalam pengelolaan sampah di dalam
pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan
untuk penyusunan penulisan ini ialah metode
penelitian  hukum normatif. Bahan-bahan
hukum vyang digunakan terdiri dari: bahan
hukum primer ialah: peraturan perundang-
undangan pengelolaan sampah dan bahan
hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur,
jurnal hukum dan artikel hukum, yang sesuai
dengan materi penulisan. Bahan-bahan hukum
sebagai data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersier
seperti kamus umum dan kamus hukum.
Bahan-bahan hukum primer dan sekunder
dianalisis secara normatif kualitatif.
PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan

Sampah Di Luar Pengadilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasan Kehakiman. Bab XiII,
mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di
Luar Pengadilan. Pasal 58. Upaya penyelesaian
sengketa perdata dapat dilakukan di luar

L1penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
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pengadilan negara melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa.!?

Dalam kepustakaan maupun praktik-praktik
penyelesaian sengketa dalam sistem hukum
nasional Indonesia dikenal beberapa bentuk
atau cara penyelesaian sengketa, yaitu
negosiasi, mediasi, pencari fakta, konsiliasi,
penilaian ahli, arbitrase dan litigasi atau
berperkara di pengadilan.'*Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Bab Il. Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyatakan:”
Sengketa atau beda pendapat perdata dapat
diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada
itikad  baik  dengan  mengesampingkan
penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.”**

Menurut Penjelasan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Dalam Bab Il diatur mengenai
alternatif penyelesaian sengketa melalui cara
musyawarah para pihak yang bersengketa.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative
Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi
atau penilaian ahli.?®

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 33 ayat:

(1) Sengketa vyang dapat timbul dari
pengelolaan sampah terdiri atas:

a. sengketa antara pemerintah daerah

dan pengelola sampah; dan
b. sengketa antara pengelola sampah dan
masyarakat.

(2) Penyelesaian  sengketa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui penyelesaian di luar pengadilan
ataupun melalui pengadilan.

12pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

13/bid, him. 16.

14pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

15penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
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(3) Penyelesaian  sengketa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Sengketa
persampahan merupakan perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh
adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau
kerugian terhadap kesehatan masyarakat
dan/atau lingkungan akibat kegiatan
pengelolaan sampah.

Alasan dasar didalam pengelolaan sampah
adalah:

1. Untuk mengurangi sifat-sifat bahaya yang
terkandung didalam sampah;

2. untuk memisahkan sampah ke dalam
komponen-komponen tersendiri, di mana
beberapa atau semuanya bisa dimasukkan
untuk penggunaan/perlakuan berikutnya;

3. untuk mengurangi jumlah sampah akhir
yang harus dikirimkan ke tempat
pembuangan akhir;

4. untuk mengubah sampah menjadi bahan-
bahan yang lebih berguna.®
Pengelolaan sampah merupakan bagian dari

pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih
sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya
sampah, melainkan  juga  mengandung
pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika.
Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian
utama dan yang harus dipertimbangkan secara
matang dalam pengelolaan sampah, vyaitu:
identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah
yang telah ada; definisi baik dan benar dalam
hal pengelolaan  sampah; dan pola
kebijaksanaan pembinaan dan
pengembangan.t’

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan
yang dilakukan untuk menangani sampah sejak
ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.
Secara garis besar, kegiatan pengelolaan
sampah meliputi: pengendalian timbulan
sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan,

16Sofyan Ari. Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju
Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi
Masyarakat (Waste Management of Malang to Integrated
Waste Management Based Public Participation). Jurnal
Humanity, ISSN 0216-8995.him.200.

7Anih Sri Suryani. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas
Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)
The Significance of Waste Bank in Waste Management
Effectiveness (A Case Study of Malang Waste Bank).
Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014. him. 73.
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pengolahan dan  pembuangan  akhir.’®
Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka
pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat
dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi
dipandang barang tidak berguna, akan tetapi
melalui pendekatan 3R, sampah dapat dijadikan
sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu,
keterlibatan masyarakat untuk berperan serta
dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan,
baik sebagai produsen, maupun sebagai
anggota masyarakat penghasil sampah.®
Sampah akan memiliki nilai ekonomis
apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk
diperdagangkan atau diproses lebih lanjut
sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai
bahan baku (daur ulang) maupun sebagai
komoditas perdagangan. Apabila masyarakat
selaku penghasil sampah melakukan peran
serta dalam pengelolaan sampah, misal 3R;
maka menampung dan memasarkan sampah
tersebut perlu suatu wadah. Disinilah dapat
dilihat pentingnya Bank Sampah sebagai sarana

bagi masyarakat untuk menabung,
meningkatkan sosio-ekonomi, sekaligus
memberdayakan masyarakat dalam

pengelolaan sampah.?

B. penyelesaian sengketa dalam pengelolaan
sampah di dalam pengadilan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah. Penyelesaian

Sengketa di Dalam Pengadilan. Pasal 35 ayat:

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di
dalam pengadilan dilakukan melalui
gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mensyaratkan penggugat membuktikan
unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan
hubungan sebab akibat antara perbuatan
dan kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan
melawan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berwujud ganti
kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu
ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi
karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi

18pjd. him. 73 (Lihat Sejati, Kuncoro. Pengolahan Sampah
Terpadu, Kanisius.Yogyakarta. 2009).

19 Jpid. him. 74.

20 pid.

karena wanprestasi diatur dalam buku 11l KUH
perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH
perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH
perdata, sedangkan gangi rugi karena
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal
1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan
kepada orang vyang telah menimbulkan
kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.
Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan,
bukan karena adanya perjanjian.?*

Dalam hubungannya dengan penyelesaian
ganti kerugian sebagai tanggung jawab
ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana
tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.%
Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut:
“penggantian biaya rugi dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai
diwajibkan, apabila, si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya.?® Pasal 1365 berbunyi: “Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal
tersebut, adalah liability based on fault dengan
beban  pembuktian yang  memberatkan
penderita. la baru akan memperoleh ganti
kerugian apabila ia berhasil mebuktikan adanya
unsur kesalahan pada pihak tergugat.
Kesalahan ini  merupakan unsur vyang
menentukan pertanggungjawaban yang berarti
bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada
kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal
menuntut ganti kerugian berhubungan dengan
penderitaan  akibat perusakan dan/atau

21Salim H S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)
Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 181.
22Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,
Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2005, him, 410-411.

23R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang
Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2002, him. 324.

24 |pid, him. 346.
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pencemaran. Pasal yang dapat digunakan
adalah Pasal 1365 KUH Perdata.”®
Dalam kaitan dengan pembuktian yang
dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan
peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan
sesuatu  hak, diwajibkan membuktikan
peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa
mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain,
diwajibkan juga ~membuktikan peristiwa-
peristiwa guna pertahanan hak orang lain,
diwajibkan juga membuktikan peristiwa-
peristiwa itu.?®
Hukum acara perdata adalah peraturan
hukum yang mengatur bagimana menjamin
ditaatinya hukum perdata materiil dengan
peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa
hukum acara perdata adalah peraturan hukum
yang menentukan bagimana caranya menjamin
pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih
tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata
adalah hukum vyang mengatur baginama
caranya mengajukan serta melaksanakan
putusan tersebut mengajukan tuntutan hak
berarti meminta perlindungan hukum terhadap
haknya yang dilanggar oleh orang lain.?’
Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Tuntutan hak vyang didasarkan atas
sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan
dalam tuntutan semcam ini minimal ada
dua pihak yang terlipat, yaitu pihak
penggugat (yang mengajukan tuntutan hak)
dan pihak yang tergugat (orang yang
dituntut), dan
b. Tuntutan hak vyang tidak mengadung
sengketa lazimnya disebut permohonan
dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya
ada satu pihak saja.®
Hukum acara perdata meliputi tiga
tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:*
1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan
menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan
peristiwa dan sekaligus pebuktian serta
keputusannya.

25Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit, him. 411.

26 |pid, him. 411.

Z7Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.94.

28 |pid, him. 94.

29 |pid.
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3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya
pelaksanaan dari putusannya.

Hukum vyang acara bertujuan untuk
melindungi hak seseorang. Perlindungan
terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum
acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam
peradilan perdata, hakim akan menetukan
mana yang benar dan mana yang tidak benar
setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai.
Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu
seseorang yang menguasai atau mengambil hak
seseorang dengan melawan hukum akan
diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya
dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang
telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang
sah menurut hukum. Dengan demikian, apa
yang termuat dalam hukum perdata materiil
dapat dijalankan sebagaimana mestinya.°

Di samping bertujuan melindungi hak
seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan
tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu
mempertahankan hukum materiil. Dalam
rangka mempertahankan hukum perdata
materiil, tersebut hukum acara perdata
berfungsi untuk mengatur bagimana caranya
seseorang mengajukan tuntutan haknya,
bagaimana negara melalui aparatnya
memberikan dan memutuskan perkara perdata
yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain,
dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara
perdata sebagai sarana untuk menuntut dan
mempertahankan hak seseorang.®!

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur
mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal
36. Masyarakat vyang dirugikan akibat
perbuatan melawan hukum di bidang
pengelolaan sampah berhak mengajukan
gugatan melalui  perwakilan  kelompok.
Penjelasan Pasal 36. Gugatan perwakilan
kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan
oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri
sendiri atau mewakili kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Acara Gugatan
Perwakilan  Kelompok, dalam Pasal 1
dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung
ini yang dimaksud dengan:

a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu
tata cara pengajuan gugatan, dalam mana

30 Jpid.
31 Ibid, hlm. 95.
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satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok mengajukan gugatan untuk diri
atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus
mewakili sekelompok orang yang jumlahnya
banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau
dasar hukum antara wakil kelompok dan
anggota kelompok dimaksud;

b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih
yang menderita kerugian yang mengajukan
gugatan dan sekaligus mewakili kelompok
orang yang lebih banyak jumlahnya

¢. Anggota kelompok adalah sekelompok orang
dalam jumlah banyak yang menderita
kerugian yang kepentingannya diwakili oleh
wakil kelompok di pengadilan;

d. Sub kelompok adalah pengelompokan
anggota kelompok ke dalam kelompok yang
lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan
perbedaan tingkat penderitaan dan/atau
jenis kerugian;

e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang
dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim
kepada anggota kelompok melalui berbagai
cara yang mudah dijangkau oleh anggota
kelompok yang didefenisikan dalam surat
gugatan;

f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk
pernyataan tertulis yang ditandatangani dan
diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak
penggugat, oleh anggota kelompok yang
menginginkan diri keluar;

g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok
yang telah menyatakan dirinya keluar,
secara hukum tidak terikat dengan
keputusan  atas gugatan  perwakilan
kelompok yang dimaksud.

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu
class action adalah suatu cara yang diberikan
diberikan kepada sekelompok orang yang
mempunyai kepentingan dalam suatu masalah,
baik seorang atau lebih anggotanya menggugat
atau digugat sebagai perwakilan kelompok
tanpa harus turut serta dari setiap anggota
kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada
mencakup  banyak  orangnya, tuntutan
kelompok parktis dan perwakilannya harus
jujur adequate (layak). Dapat diterima oleh
kelompok dan mempunyai kepentingan hukum
dan fakta dari pihak yang diwakili.*? Dari

32Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting)
Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1. Mandar
Maju. Bandung. 2000.him. 71.

pengertian di atas terlihat bahwa class or
representatives action dapat diartikan adanya
gugatan yang mencakup kepentingan orang
banyak yang mempunyai kesamaan
kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari
pada gugatan individual dan tidak perlu setiap
orang turut serta dalam proses gugatan.

Gregory memberikan pengertian tentang
Class Action sebagai beberapa orang yang
merasa dirugikan oleh suatu produk menuntut
ganti rugi di pengadilan bukan untk diri mereka
sendiri akan tetapi juga untuk semua orang
yang telah mengalami kerugian yang sama.
Kesulitan dari acara ini adalah: pertama, sulit
menentukan orang yang merasa dirugikan,
kedua, gugatan diterima, pengadilan harus
membuka daftar tempat orang yang merasa
dirugikan oleh hal vyang sama untuk
mendaftarkan diri; ketiga, memakan waktu
lama dan biaya mahal.?

Selain itu ada juga yang memberikan
pengertian bahwa class action hanya sebagai
suatu metode bagi orang perorangan yang
mempunyai tuntutan agar lebih efisien dan
seseorang yang akan turut serta dalam class
action harus memberikan persetujuan kepada
perwakilan. Untuk class action ini keterlibatan
pengadilan sangat besar karena setiap
perwakilan untuk dapat maju ke pengadilan
harus mendapat perstujuan dari pengadilan
dengan memperhatikan:

1. Class action merupakan tindakan yang
paling baik untuk mengajukan gugatan;

2. mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang
sama;

3. penggugatnya sangat banyak dan

4. Perwakilan layak/patut

Gregory mengemukakan persyaratan yang
harus dipenuhi untuk berjalannya proses class
action ini cukup berat yaitu; pertama, tuntutan
anggota kelompok itu hanya dapat digabung
kalau mereka secara bersama mempunyai
kepentingan dalam satu hak. Kelompk harus
jelas dan terlalu besar untuk ditangani dalam
perkara gabungan biasa. Masalah-masalah
hukumnya harus merupakan masalah buat
setiap anggota kelompok. Wakil yang
mengajukan perkara harus dibuktikan cukup
mampu mewakili kepentingan anggota-anggota
kelompok. Harus dibuktikan bahwa upaya

33/bid.
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berkelompok merupakan upaya yang lebih baik
daripada cara-cara lain dalam menyelesaikan
persoalan. Wakil kelompok harus memberitahu
setiap anggota kelompok secara individual.*

Tujuan dan kegunaan class action secara
mendasar dapat dilihat dari segi: efisiensi
perkara; proses berperkara yang ekonomis;
menghindari putusan yang berulang-ulang yang
dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi
dalam perkara yang sama.’®> Dengan class
action akan memberi kemudahan bagi
konsumen karena gugatan seorang penggugat
akan dapat diterima sebagai class action bagi
pihak lain yang merasa mendapat kerugian
yang sama dan sejenis. Artinya tidak perlu
setiap orang yang dirugikan ikut menuntut,
tetapi dapat dilakukan atas nama seluruh
konsumen vyang mendapat kerugian yang
sama.®

Dari uraian dia atas dapat tidaknya menjadi
suatu class action, yaitu:

1. Orang yang terlibat sangat banyak, dengan
kelompok yang jelas;

2. Adanya kesamaan tuntutan dari suatu fakta
dan hukum yang sama;

3. Tidak memerlukan kehadiran setiap orang
yang dirugikan;

4. Upaya class action lebih baik dari pada
gugatan individual;

5. Perwakilan harus jujur, layak dan dapat
melindungi kepentingan orang yang diwakili;

6. Disahkan oleh pengadilan.?’

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur
mengenai Hak Gugat Organisasi Persampahan.
Pasal 37 ayat:

(1) Organisasi persampahan berhak
mengajukan gugatan untuk kepentingan
pengelolaan sampah yang aman bagi
kesehatan masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
tuntutan untuk melakukan tindakan
tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran
riil.

(3) Organisasi persampahan yang berhak
mengajukan  gugatan  sebagaimana

34 |bid, him. 73.
35 Ibid.
36 Ibid, him. 73.
37 Ibid, him. 74.
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dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar di bidang
pengelolaan sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling
sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan
anggaran dasarnya.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Organisasi
persampahan merupakan kelompok orang yang
terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri
di tengah masyarakat yang tujuan dan
kegiatannya meliputi bidang pengelolaan
sampah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan biaya
atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara
nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh
organisasi persampahan.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan sampah di luar pengadilan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sengketa
persampahan merupakan perselisihan
antara dua pihak atau lebih vyang
ditimbulkan oleh adanya atau diduga
adanya gangguan dan/atau kerugian
terhadap kesehatan masyarakat
dan/atau lingkungan akibat kegiatan
pengelolaan  sampah.  Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dilakukan
dengan mediasi, negosiasi, arbitrase,
atau pilihan lain dari para pihak yang
bersengketa. Apabila dalam penyelesaian
sengketa di luar pengadilan tidak
tercapai kesepakatan, para pihak yang
bersengketa dapat mengajukannya ke
pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan sampah di dalam pengadilan
dilakukan melalui gugatan perbuatan
melawan hukum. Gugatan perbuatan
melawan hukum mensyaratkan
penggugat membuktikan unsur-unsur
kesalahan, kerugian, dan hubungan
sebab akibat antara perbuatan dan
kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan
dalam gugatan perbuatan melawan
hukum dapat berwujud ganti kerugian
dan/atau tindakan tertentu.
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B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa
dalam pengelolaan sampah di luar
pengadilan diperlukan upaya
pengawasan terhadap kebijakan
pengelolaan sampah oleh pemerintah
daerah. Pengawasan pelaksanaan
pengelolaan sampah pada tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah
daerah didasarkan pada norma, standar,
prosedur, dan kriteria pengawasan yang
diatur oleh pemerintah.

2. Dalam penyelesaian sengketa dalam
pengelolaan sampah di dalam
pengadilan, masyarakat yang dirugikan
akibat perbuatan melawan hukum di
bidang pengelolaan sampah berhak
mengajukan gugatan melalui perwakilan
kelompok. Gugatan  perwakilan
kelompok dilakukan melalui pengajuan
gugatan oleh satu orang atau lebih yang
mewakili diri sendiri atau mewakili
kelompok. Hak Gugat Organisasi
Persampahan berhak  dilaksanakan
dengan mengajukan gugatan untuk
kepentingan pengelolaan sampah yang
aman bagi kesehatan masyarakat dan
lingkungan. Organisasi persampahan
merupakan kelompok orang yang
terbentuk atas kehendak dan keinginan
sendiri di tengah masyarakat yang tujuan
dan  kegiatannya meliputi  bidang
pengelolaan sampah.
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